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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Payakumbuh yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis hakim telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nelfita  Binti  S.  Dt.  Kuto  Marajo,  tempat  dan  tanggal  lahir  Koto  Baru

Simalanggang, 06 September 1983, agama Islam, pekerjaan

buruh  harian  lepas,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Nagari Koto

Baru  Simalanggang,  Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten

Limapululuh Kota sebagai  Penggugat,   

melawan

Deni Bin Kuri, tempat dan tanggal lahir KT Tingga, 05 Oktober 1984, agama

Islam,  pekerjaan  buruh  harian  lepas,  Pendidikan  Sekolah

Dasar, tempat kediaman di Jorong Labuah Lintang, Nagari

Sungai  Atuan,  Kecamatan  Mungka,  Kabupaten  Limapuluh

Kota sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam surat  permohonannya  tanggal  27  Agustus  2018

telah mengajukan permohonan  Cerai Gugat,  yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  429/Pdt.G/2018/PA.Pyk,  tanggal  28  Agustus

2018,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang  sah menikah pada

tanggal  23  Januari  2005  yang  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

013/13/I/2005,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 24 Januari

2005;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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  Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah  tangga  di

rumah  orang  tua  Penggugat  di  Jorong  Koto  Baru,  Nagari  Koto  Baru

Simalanggang,  Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota  sampai

berpisah;  

  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya

suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:    Muhammad

Haikal bin Deni, lahir tanggal 20 Februari 2006;  

  Febil Haiden Putra bin Deni, lahir tanggal 05 Desember 2007;  

    

  Dan sekarang anak-anak di bawah asuhan Penggugat; 

   Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan

harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2000 mulai tidak rukun dan goyah,

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:    Tergugat  suka

main judi (BT);  

  Tergugat sering pulang larut malam, bahkan Tergugat sering pulang dini hari;  

  Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah

tangga,  karena  Tergugat  pelit  mengeluarkan  uang  belanja,  sehingga  untuk

memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  orang  tua  Penggugat  lah  yang  sering

membantu;  

    

  Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,

Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi

Tergugat tidak pernah menanggapinya, bahkan Penggugat pernah mengajukan

perceraian  di  Pengadilan  Agama  Payakumbuh  pada  tahun  2010,  akan  tetapi

Penggugat cabut, karena ingin berdamai kembali dengan Tergugat;  

  Bahwa selama membina rumah tangga kembali, Tergugat tidak berubah, masih

suka main judi, dan pulang larut malam, sehingga sering terjadi pertengkaran;  

  Bahwa  pertengkaran  terakhir  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2014  yang

disebabkan  ketika  itu  Penggugat  menelpon  Tergugat  dan  mengatakan  bahwa

Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena

Tergugat  tidak  berubah,  masih  suka  main  judi,  dan  sejak  saat  itu  antara

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 9

bulan lamanya;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tu Penggugat di Jorong Koto

Baru,  Nagari  Koto  Baru  Simalanggang,  kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten

Limapuluh  Kota,  sedangkan  sekarang  Tergugat  tinggal  di  rumah orang  tua  di

Jorong Labuah Lintang,  nagari  Sungai  Atuan,  Kecamatan Mungka,  Kabupaten

Limapuluh Kota;  

  Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  terhadap

Penggugat dan anak;  

  Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri  maupun melalui orang

lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun

tidak  berhasil,  karena  Penggugat  merasa  tidak  sanggup  lagi  membina  rumah

tangga dengan Tergugat;  

  Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas,  Penggugat

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat

untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;  

  Bahwa  Penggugat  sanggup  menanggung  segala  biaya  yang  ditimbulkan  oleh

pengajuan perkara ini;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Payakumbuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMER

   Mengabulkan gugatan Penggugat;  

  2.   Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Deni  bin  Kuri)  tehadap

Penggugat (Nelfita binti S. dt. Kuto Marajo); 

 3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

 SUBSIDER

 -     Atau  apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal  sidang  yang telah ditetapkan,  Pemohon dan

Termohon  telah hadir, dan Majelis Hakim telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan

mediator  Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal  01 Oktober 2018,   akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon,  Termohon mengajukan jawaban  pada

pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa .………………………………………………………............................;

2. Bahwa .………………………………………………………............................;

3. Bahwa ……………………………………………………............................ dst;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa .……………………………………………………............................;

2. Bahwa .……………………………………………………............................;

3. Bahwa …………………………………………………............................ dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa. .………………………………………………………............................;

2. Bahwa .………………………………………………………............................;

3. Bahwa ……………………………………………………............................  dst;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  Termohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  ..........................  agar  menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. ………….………………………………………………………............................;

2. ………….………………………………………………………........................dst;

Dalam Pokok Perkara

1. ………….………………………………………………………............................;

2. ………….………………………………………………………............................;

3. .…….………………………………………………………..................................;

4. ......................................................................................................  dst;

Dalam Rekonvensi

1. ………….………………………………………………………............................;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ………….………………………………………………………............................;

3. .…….………………………………………………………..................................;

4. .........................................................................................................dst;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik

yang pada pokoknya sebagai berikut: ………………………………………...

 Bahwa terhadap  replik  Pemohon tersebut,  Termohon mengajukan  duplik

yang pada pokoknya sebagai berikut: ……………………………………..…

Bahwa  eksepsi  Termohon  telah  diputus  dengan  putusan  sela  Nomor

429/Pdt.G/2018/PA.Pyk,  tanggal  #tanggal_putusan_sela#  yang  amarnya  pada

pokoknya menolak eksepsi Termohon;  

Bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti

berupa:

A. Surat:

................belum diisi data alat bukti................

B. Saksi:

Noni  Eka Putri  binti  Nadar  umur  38 tahun,  agama Islam,  pekerjaan Ibu  Rumah

Tangga,  tempat kediaman di  Jorong Koto Baru Nagari  Koto Baru Simalanggang,

Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.........................................

Marianis  binti  Abdul  Muis  umur  60  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  tempat kediaman di  Jorong Koto Baru Nagari  Koto Baru Simalanggang,

Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.........................................

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil bantahan  dan  rekonvensinya,

Termohon telah mengajukan bukti  berupa:

A. Surat:

#alat_bukti_pihak2_agama#

B. Saksi:

#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  melakukan  pemeriksaan  setempat  (discente)

pada  hari  ………  tanggal  ……………. yang  pada  pokoknya  sebagai  berikut:

..................................................................................................................

Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  masing-masing  telah  menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang,  bahwa  eksepsi  Termohon  Konvensi  telah  diputus  dengan

putusan sela Nomor ................, tanggal ................,  yang pada pokoknya menolak

eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak

namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi

maksud pasal 130 HIR/154 Rbg,  juncto Pasal 82  Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa  para  pihak  telah  mengikuti  proses  mediasi  dengan

mediator Hakim,  namun berdasarkan laporan mediator  tanggal 01 Oktober  2018

mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo

telah memenuhi  ketentuan Pasal  4  dan 7  Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  Konvensi  adalah

sebagai berikut:

1. ……………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………….;

3. ……………………………………………………………………………………….;

4. ……………………………………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  permohonan  Pemohon Konvensi,

Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan

angka .......,......., sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan

pasal 311 R.Bg/174 HIR; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  Termohon  Konvensi  memberikan  pengakuan

berklausul/pengakuan  berkualifikasi/membantah  dalil-dalil  angka  .......,.......,

dan ......., oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan

dihubungkan jawaban Temohon  Konvensi,  replik  dan duplik,  maka yang  menjadi

pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. ………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………… dst.

 

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan dalil-dalilnya  Pemohon Konvensi

telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai

cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  #tanggal_perkawinan#  tercatat  pada

#kua_tempat_menikah#.  Bukti  tersebut  tidak  dibantah  oleh  Termohon  Konvensi,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,  oleh karena itu

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi ………….

yang  dikeluarkan  oleh  ………..  tidak  bermeterai,  sehingga  bukti  tersebut  tidak

memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti  P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di

bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

tersebut menjelaskan mengenai ……………………… Bukti  tersebut tidak dibantah

oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil.  Oleh karena itu bukti  tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW; 

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan saksi 3

(nama saksi),  yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal

sehat,  dan  sebelum memberikan  keterangannya  telah  disumpah terlebih  dahulu,

oleh  karenanya  ketiga  saksi  tersebut  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1   dan  2  Pemohon  Konvensi

mengenai  …………………………………………………………...,  adalah  fakta  yang

dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan dengan  dalil-dalil  yang

harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171

HIR/Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  3  Pemohon  Konvensi  mengenai

….................................................................................., adalah fakta yang tidak dilihat

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/,  oleh karena itu keterangan saksi tersebut

tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308

R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  dan saksi  2  Pemohon Konvensi

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan

Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  bantahannya, Termohon

Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi (nama saksi); 

Menimbang,  bahwa  bukti  T.1  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

……………. yang  dikeluarkan oleh  ………………..  bermeterai  cukup,  tidak  cocok

dengan  aslinya,  bukti  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  formil,  sehingga  harus

dikesampingkan; 

Menimbang,  bahwa  bukti  T.2  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup,  di-nazegelen,

akan  tetapi  isinya  tidak  mendukung  dalil-dalil  bantahan  Termohon  Konvensi,

sehingga bukti  tersebut  tidak memenuhi  syarat  materiil,  oleh karena itu  bukti  T.2

harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Termohon Konvensi,  sudah dewasa,  berakal

sehat,  dan  sebelum memberikan  keterangannya  telah  disumpah terlebih  dahulu,

sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  145  ayat  (1)

HIR/Pasal  172  ayat  (1)  R.Bg.  Namun  demikian  keterangan  saksi  1  Termohon

Konvensi  mengenai  ………......,  adalah  fakta  yang  tidak  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  (testimonium de  auditu),  oleh  karena  itu  keterangan  saksi
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat

(1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal

sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur

dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan

saksi  2  Termohon  Konvensi  mengenai  …......,  adalah  fakta  yang  dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus

dibuktikan  oleh  Termohon  Konvensi,  akan  tetapi  keterangan  saksi  tersebut  tidak

didukung oleh bukti  yang lainnya,  sehingga keterangan seorang saksi  saja  tidak

dianggap  pembuktian  yang  cukup   (unus  testis  nullus  testis) dan  harus

dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,

P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. ……………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………….;

3. ……………………………………………………………………………………….;

4. ……………………………………………………………………………………….;

5. ……………………………………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. ……………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………….;

3. ……………………………………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf ………dan

Pasal 116 huruf …….. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  juga telah sesuai  dengan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  ....  tanggal  ....  yang

memberikan kaidah hukum ...................................................................................

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  juga telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran …………………… 

2. Al Hadis …………………. dan 

3. Kaidah fikih …………………….;

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas dan Pemohon Konvensi  belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan

talak raj’i  satu kali,  maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin

talak raj’i  tersebut memenuhi  Pasal  118 Kompilasi  Hukum Islam, oleh karena itu

dapat dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh,

diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak

diucapkan,  kepada  #kua_tempat_menikah#  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan ........ Kabupaten/Kota....... serta Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan ........ Kabupaten/Kota..........;

Dalam Rekonvensi

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. ……………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………….;

3. ……………………………………………………………………………………….;

4. ……………………………………………………………………………………….;

5. ……………………………………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  rekonvensi  tersebut,  Tergugat

Rekonvensi  memberikan  pengakuan  secara  murni  terhadap  dalil-dalil  angka

………………………. sehingga berdasarkan Pasal  174 HIR/Pasal  311 R.Bg, dalil-

dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  Rekonvensi  membantah/mengakui  secara

berklausul/secara  kualifikasi  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  Rekonvensi

angka ………. dan ……. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan

dalil-dalil angka …… dan …..tersebut;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  angka  ……dan  ……,

Penggugat  Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1,  dst., serta .... orang

saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  PR.1  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

…………. yang  dikeluarkan  oleh  …………..  bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal ………….., bukti tersebut

tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; 

Menimbang,  bahwa  bukti  PR.2  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup,  di-nazegelen,

akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu

bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang  bahwa  bukti  PR.3  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup,  di-nazegelen,

dan cocok dengan aslinya, isi  bukti  tersebut menjelaskan hal ……………………..,

bukti  tersebut  tidak  dibantah  oleh  Tergugat  Rekonvensi,  oleh  karena  itu  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  sehingga  bukti  tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,   bahwa  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat  Rekonvensi,  tidak

mempunyai  hubungan  keluarga  dan  pekerjaan  dengan  Penggugat  Rekonvensi,

sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  sudah  disumpah,  sehingga  saksi  tersebut

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi

mengenai  dalil-dalil  angka  ……....,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat materiil  sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi

bersesuaian satu  dengan yang lain  oleh  karena itu  keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal

309 R.Bg; 
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Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan

keluarga/pekerjaan  dengan  Penggugat  Rekonvensi,  walaupun  sudah  dewasa,

berakal sehat,  dan sudah disumpah, saksi  tersebut tidak memenuhi syarat formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut

dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  bantahannya  Tergugat

Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  TR.1  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

…………….  yang  dikeluarkan  oleh  ………………..  bermeterai  cukup  dan  tidak

sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh

karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  bukti  TR.2  adalah  bukti  tertulis  berupa  fotokopi

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup,  di-nazegelen,

akan  tetapi  isinya  tidak  mendukung  dalil-dalil  bantahan  Tergugat  Rekonvensi,

sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang,   bahwa  saksi  1  Tergugat  Rekonvensi,  tidak  mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat  Rekonvensi,  sudah dewasa,

berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  145  HIR/Pasal  172  R.Bg.  Namun  demikian

keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi

angka …......, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

sehingga keterangan saksi  tersebut  tidak memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana

telah  diatur  dalam  Pasal  171  ayat  (1)  HIR/Pasal  308  R.Bg.,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,   bahwa  saksi  2  Tergugat  Rekonvensi,  tidak  mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat  Rekonvensi,  sudah dewasa,

berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2

Tergugat Rekonvensi  mengenai dalil-dalil angka ……...., adalah fakta yang dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri,  akan  tetapi  tidak  didukung  bukti  lainnya,

sehingga  keterangan  seorang  saksi  tersebut  merupakan  keterangan  saksi  unus

testis nullus testis, oleh karena itu harus dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi

yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi  tidak dapat  melumpuhkan seluruh bukti

tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Tergugat  Rekonvensi,  bukti

PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan

setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut:

1. ……………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………….;

3. ……………………………………………………………………………………….;

4. ……………………………………………………………………………………….;

5. ……………………………………………………………………………………….;

6. ……………………………………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut:

1. ……………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………….;

3. ……………………………………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum tersebut  telah  memenuhi  Pasal  ………

Undang-Undang Nomor ………… juncto Pasal …………….. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  juga telah  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ..... tanggal............1

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran …………………… 

2. Al Hadis …………………. dan 

3. Kaidah fikih ……………………  yang diambil sebagai pendapat majelis berbunyi

sebagai berikut...............................

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  Rekonvensi  telah  terbukti  dan  karenanya  dapat

dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1 Jika merujuk yurisprudensi
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,

maka  sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  baik  dalam konvensi  maupun  rekonvensi

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1.    Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2.   Menjatuhkan   talak satu ba'in shughra Tergugat (Deni bin Kuri) terhadap
Penggugat (Nelfita binti S. Dt. Kuto Marajo); 
3.   Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini
sejumlah Rp474.000,-  (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RATNAWATY Z., S.H., M.A.  sebagai

Ketua Majelis, Dra. Hj. DEWI WARTI dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh  OKTARIYADI. S, S.HI., M.A sebagai Panitera Pengganti

serta  dihadiri  oleh  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi/kuasanya  dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DEWI WARTI

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RATNAWATY Z., S.H., M.A.

Hakim Anggota,

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag
Panitera Pengganti,

OKTARIYADI. S, S.HI., M.A
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Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00  

  2. 
 Proses  Rp50.000,00  

  3. 
 Panggilan  Rp0,00  

  4. 
 Redaksi  Rp5.000,00  

  5. 
 Meterai  Rp6.000,00  

  
 Jumlah Rp91.000,00 

  
 ( sembilan puluh satu ribu rupiah )  
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